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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana 

dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan
1
  

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya pelaku tindak 

pidana yang masih dalam kategori anak. Pengertian anak dalam konteks ini 

didasarkan pada Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak adalah amanah Tuhan 

YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, 

martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi 

anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 

dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan 

bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, 
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sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, 

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
2
 

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di 

Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian 

mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan 

hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk 

melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam 

sistem peradilan, telah terdapat dua undang-undang yang mengatur khusus tentang 

peradilan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak yang berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Sesuai dengan aturan di atas maka dapat diidentifikasi bahwa dalam hal 

menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, 

maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya 

sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian 

orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses 

penangannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan 

kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya 

memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan 

yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum. 
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Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan 

nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah 

melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan 

Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. 

Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan 

pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan 

menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan 

hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.
3
 

Perubahan dan perkembangan dalam kerangka pembangunan hukum khususnya 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak. Perubahan dan perkembangan tersebut di antaranya adalah 

adanya diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 1 

angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara 

anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa diversi 

bertujuan:  

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak  

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan  

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan  

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi  

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak 
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Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berisi bahwa 

pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan 

negeri wajib diupayakan diversi. Pasal 7 Ayat (2) berisi bahwa diversi 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang 

dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan 

merupakan pengulangan tindak pidana. 

Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk semakin efektifnya 

perlindungan anak dalam sistem peradilan demin terwujudnya sistem peradilan 

pidana yang terpadu atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah 

ada sebelumnya. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut merupakan upaya 

untuk memenuhi berbagai hak anak yang bermasalah dengan hukum.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya yang patut diapresiasi bahwa 

Pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaharuan undang-

undang atau substansi hukum. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian 

dari kebijakan/politik hukum pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum 

pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, 

kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian 

pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya 

untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai 

sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang 



5 

 

melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum 

di Indonesia. 
4
 

Pembaharuan hukum pidana tersebut harus dilakukan dengan pendekatan 

kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu 

langkah kebijakan. Didalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai, 

oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada 

pendekatan nilai. Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan 

kebijakan sebagai bagian dari kebijakan sosial, artinya bagian dari upaya untuk 

mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk didalamnya masalah kemanusiaan) 

dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan 

masyarakat, Selain tu sebagai bagian dari kebijakan kriminal, artinya bagian dari 

upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), 

khususnya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai 

semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 

pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses 

peradilan tersebut , maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum. 

Sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan perhatian secara khusus 

terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini dipertegas dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 

Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
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Pidana Anak. Pertimbangan pemberlakuan undang-undang ini adalah anak 

dipandang bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia 

yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki 

peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan 

dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

mental dan sosial secara seimbang. Untuk melaksanakan perlindungan terhadap 

anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun 

perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan 

mengenai pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. 

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Erni 

Dwita Silambi dan Andi Sofyan belum terlaksana secara maksimal, karena kurang 

profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum. Masih terdapat perlakuan yang sama seperti orang 

dewasa terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik dalam proses 

penyidikan maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini 

tentunya bertolak belakang dengan semangat pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 5

 

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini dilakukan dan dituangkan ke skripsi yang 

berjudul: ”Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak 

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

a. Bagaimanakah perbandingan perlindungan hukum pidana terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 

b. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sudah dapat 

mengakomodir hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan subkajian mengenai  

perbandingan perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 

Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2012.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum pidana terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
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1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sudah dapat 

mengakomodir hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara 

praktis sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perbandingan perlindungan 

hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan hak-hak yang 

dimiliki oleh anak.  

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 
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penelitian hukum. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Teori Perbandingan Hukum  

 

Istilah perbandingan hukum atau Comparative Law (bahasa Inggeris), 

Rechtsvergleichung (bahasa Jerman) atau “Vergeleichende Rechtslehre”, atau 

Droit Compare (bahasa Perancis); baru dikenal pada abad ke 19. Di Amerika 

Serikat, pada beberapa perguruan tinggi hukum istilah Comparative Law sering 

diberi arti lain, yaitu: sebagai “hukum peristilahan” yang termasuk bidang studi 

hukum perdata. Rudolf B. Schleisinger mengatakan, bahwa Comparative Law 

atau perbandingan hukum merupakan suatu metoda penyelidikan dengan tujuan 

untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
6
 

 

Secara yuridis, dapat dikatakan bahwa “Comparative Jurisprudence” adalah “the 

study of the principles of legal science by the comparison of various systems of 

law.” “Comparative” dimaksudkan adalah “proceeding by the method of 

comparison; estimated by comparison and founded by comparison”. Selanjutnya 

dikatakan bahwa “Comparative Law” bukanlah perangkat aturan dan asas-asas 

hukum, bukan suatu cabang hukum. “Comparative Law” is the technique of 

dealing with actual foreign law element of a legal problem
7
. 

 

Tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan antara tujuan teoritis dan tujuan 

yang bersifat praktis. Tujuan yang bersifat teoritis menjelaskan bahwa hukum 

sebagai gejala dunia (universal) dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum 
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harus dapat memahami gejala dunia tersebut; dan untuk itu kita harus memahami 

hukum dimasa lampau dan pada masa sekarang. Tujuan yang bersifat praktis dari 

perbandingan hukum adalah merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat 

dan pembaharuan tentang berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada 

pembentuk undang-undang dan hakim.
8
 

 

Perbandingan hukum memiliki prosedur dan cara kerja sendiri, sesuai dengan 

prinsip dan esensi dari apa yang dinamakan perbandingan, memilih topik 

penelitian dan jenis perbandingan hukumnya. Topik yang dipilih tidak boleh 

terlalu luas, sebab akan menimbulkan risiko sebagai berikut: (a) penelitian 

menjadi tidak terfokus sehingga kerapkali justru hanya sumir atau dangkal 

analisisnya (b) sulit bagi peneliti untuk mengendalikan penelitian tersebut, dan (c) 

membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan penelitian. Obyek penelitian 

dapat berupa hukum substantive atau hukum material dari dua atau lebih sistem 

hukum yang ada, atau juga yang dapat diperbandingkan adalah aspek formal dari 

berbagai sistem hukum tersebut.
 9

 

 

Obyek yang akan diperbandingkan haruslah sesuatu yang masing-masing 

memiliki unsur atau elemen atau karakteristik tertentu yang ama sehingga obyek 

tersebut memang pantas untuk diperbandingkan. Dalam perbandingan hukum, 

unsur yang sama tersebut yang menjadi common denominator dalam 

perbandingan hukum dinamakan tertium comparationis. Tertium comparationis 

adalah titik persamaan yang harus ada dalam setiap obyek yang hendak 

diperbandingkan agar dengan demikian obyek tersebut layak untuk saling 
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diperbandingkan dan sebagai dasar untuk memperbandingkan sesuatu. Untuk 

menjelaskan mengapa terjadi perbedaan dan atau persamaan lazimnya akan 

mencari berbagai faktor yang sangat signifikan yang mempengaruhi struktur, 

perkembangan dan substansi dari sistem hukum yang diteliti itu. Persamaan atau 

perbedaan dari faktor-faktor itulah yang menyebabkan terjadinya persamaan dan 

perbedaan di bidang hukum. 
10

 

 

b. Sistem Peradilan Pidana 

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka 

ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas 

keadilan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum.
 11

  

 

c. Keadilan Substantif terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada 

yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, 

yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap 

manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah 

itu dikatakan adil
12
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Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa hukum 

ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa 

lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, 

kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya 

faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat 

kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. 
13

 

 

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap 

semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan 

normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena 

hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut 

untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan 

normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit 

diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga 

pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.
14

  

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang 

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan 

substansinya melanggar keadilan. Apa yang secara formal salah bisa saja 

dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat 

menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan), 
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memberi rasa keadilan, tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang 

yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum
15

 

 

2. Konseptual  

 

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian 
16

. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Analisis adalah kegiatan untuk meneliti suatu objek tertentu secara sistematis, 

guna mendapatkan informasi mengenai objek tersebut. Analisis sebagai proses 

pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang mudah 

dimengerti.
 17

 

b. Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk 

memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
18

 

c. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
19

 

d. Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan
20

 

e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 
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siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran 

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
21

 

f. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum
22

. 

g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah undang-undang yang mengatur 

tentang pengadilan anak  

h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 undang-undang yang mengatur 

tentang sistem peradilan anak.
 
 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam lima sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar 

Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian dan jenis tindak 

pidana, sistem peradilan pidana dan perlindungan terhadap anak 

 

                                                 
21

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

 Jakarta. 1993. hlm. 54 
22

 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat  

 Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 82.  
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III  METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari 

Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, 

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil 

penelitian, yang terdiri dari perbandingan perlindungan hukum pidana 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta 

bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 


